
                                                                                   
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2015-2016 

Masa Persidangan :  IV 

Rapat Ke : 4 

Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Umum 

Dengan : Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD)    

Sifat Rapat :  Terbuka 

Hari,Tanggal :  Senin, 11 April 2016 

Waktu :  Pukul 16.00 WIB s.d Selesai 

Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   

Acara       : Audensi/ Konsultasi terkait Pendamping Desa 

Ketua Rapat :  Sarehwiyono/ Anggota Komisi II DPR RI 

Sekretaris Rapat :  Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI 

Hadir :  11 Anggota Komisi II DPR RI 

1. Arteria Dahlan/F-PDIP 

2. H. Rahmad Nasution Hamkah/F-PDIP  

3. Drs. Dadang s Muchtar/F-PG  

4. Tabrani Maamun/F-PG 

5. Sarehwiyono/F-P.Gerindra 

6.  Endro Hermono/F-P.Gerindra 

7. H. Sukiman. S.PD, MM/F-PAN 

8. H. Irmawan, S.sos/F-PKB 

9. Dr. Muchtar Lutfhi A. M, M.Si/F.P.Nasdem 

10. Drs. Tamanhuri, MM/F.P.Nasdem 

11. Dr. Rufinus Hotmaulana H, SH, MM, MH/F-P.Hanura 

 
I. PENDAHULUAN 

A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI pada hari Senin, 11 April 
2016  dibuka pada pukul 16.30 WIB yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPR RI, 
Sarehwiyono dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
  

B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Konsultasi terkait 
Pendamping Desa.  
 

C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) 
untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR 
RI untuk memberikan tanggapan dan masukan. 
 

TERBATAS 

(Untuk Kalangan Sendiri) 
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II. CATATAN 

 

1. Badan Nasional Pendamping Desa (BNPD) mayoritas berasal dari pendamping 

professional PNPM Pedesaan yang selesai 2014. 

 

2. Barisan Nasional Pendamping Desa BNPD menyampaikan keberatan terkait 

diskriminasi/perbedaan masa kontrak kerja yang berbeda antara tenaga pendamping 

desa eks PNPM (masa kontrak diperpanjang 2 bulan) dengan tenaga pendamping 

desa yang baru (masa kontrak 9 bulan). 

 

3. Barisan Nasional Pendamping Desa BNPD menyampaikan syarat menjadi tenaga 

pendamping desa harusnya memiliki ijazah sarjana namun ada yang masih berijazah 

SMA dinyatakan lulus tes.  

 

4. Barisan Nasional Pendamping Desa BNPD menyampaikan indikator kelulusan tes 

rekrutmen tenaga pendamping desa saat ini hanya melalui wawancara saja. Padahal 

dulu kelulusan juga ditentukan dengan adanya hasil FGD. 

 

5. Barisan Nasional Pendamping Desa BNPD menyampaikan tidak ada kejelasan data 

berapa daftar peserta yang masuk, baik online maupun offline, dari data tersebut, 

berapa yang memenuhi syarat, semua menjadi kebijakan Kemendesa. 

 

III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 18.00 WIB. 
 

 

 

 

 

 

        Jakarta, 11 April  2016 
        Anggota Komisi II DPR RI 
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       Sarehwiyono 
     A-371 

 

 

 

 

 

  

 


